
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 202 L, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota Kendari tentang Penjabaran Anggaran Pendap,itan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat U Kendari (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Umlang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu::ingan Negara 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun :.1003 Nomor 47, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Un<lang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lcrnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438}; 

7. Lndang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

WALIKOTA KENDARI, 
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peratirran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Ta:mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Unclang Nornor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan \Vakil Kepala Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor '.,110, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tah un 2005 tenta:ng Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum [Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraruran Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 iencang Dana 
Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4575)i 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 
Penyelenggaraan Pernerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Infonnasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pernertntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa:r 
Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Talrun 2010 Nomor 123, Tembnhan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106); 

17. Peraruran Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

18. Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Per-aturan Daerah tentang 
Anggaran Pcndapatel!l dan Be!anja Daerah dan Rancangan 
Peraruran Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2007 tencang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggarao Pendapatan clan Belanja Daerah dan 
20 J 5 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 

19. Peraturan Menceri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Derita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 565); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Procluk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana tel ah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 
80 Tahun 2015 tcntang Pernbentukan Produk Hukum Daerah 
(Derita NcgaraRepubliklndonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 62 Tahun 2017 ten tang 
Pengelompokao Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1067); 

22. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

23. Peraruran Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Kendari Tahun 2020 Nomor l, Tambahan Lernbaran Daerah 
Kota Kendari Nomor 27); 

24. Peraturan Daerah Kora Kendari Nornor 14 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Kendari 'l'ahun 
Anggaran 2021 (Lem baran Daerah Kota Keridari Tahun 2020 
Nornor 14). 



Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rpl.514.360.881.218,-yang bersumbcr dari: 

Pasal 3 

l\PBD terdiri atas pendapatan daerah , belanja daerah, dan pernbiayaan daerah. 

Pasal 2 

Dalarn Peraturan Walikota ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se!anjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mclaksanakan 
Urusan Pernerintahan claerah. 

5. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan rahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

6. Pembiayaan Daerah adalah sernua penerimaan yang pcrlu dibayar kernbali 
clan/ atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada iahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebur SiLPA adalah 
selisih !ebih realisasi penerirnaan dan pengeluaran anggaran selama l [saru] 
periode anggarru.;. 

8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah 
clan belanja, 

9. Defisii Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Peudapatan Daerah 
dan belanja Daerah. 

10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 
pernbangunan prasarana clan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu] tahun anggaran. 

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
13. Pendapatan Daerah adalah sernua hak Daerah yang diakui sebagai 

penarnbah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

rnenerirna sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebul dibebani kewajiban untuk rnembayar 
kembali. 

Pasal 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2021 

MEMUTUSKAN : 



Anggaran belanja dacrah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rpl .835.245.486.259, yang terdiri atas: 
a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Bclanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 7 

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan scbesar Rp'10.370.800.000,- yang terdiri 
atas Lain-lain Pcndapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan; 

(2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) direncariakan sebesar 
Rp40.370.800.000,· 

Pasal 6 

(l) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
direncanakan sebesar Rpl.122.171.506.066,- yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 

(2) Pendapatan Transfer Pemerinlah Pusat sebagaimana dlmuksud pada ayat (1) 
huruf a direncariakan sebesar Rp952.800.805.000,- 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hurufb direncanakan sebesar Rpl69.370.701.066,- 

Pasal 5 

[I] Anggaran pendapatan asli daerah scbagairnana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a direncanakan sebesar Rp35 l.818.575. 152,- yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp242.694. 915. 152,- 

(3) Retribusi daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf !J direncanakan 
sebesar l<p3 l.167.100.000,- 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,- 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(J) huruf d direncanakan sebesar Rp70.456.560.000,- 

Pasal 4 

a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer; 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 



Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar RpS0.000.000.000,- yang terdiri atas Belanja tidak 
terduga. 

Pasal 10 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp743.447 .391.431,- yang terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Bclanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dircncanakan sebeear Rp29.659.099.340,- 

(3) Belanja modal -per.alatan clan mesin sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rpl2 l.927.814.361,- 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (]) 
huruf c direncanakan scbcsar Rp269.604.304.082,- 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(l) hurufd direncanakan sebesar Rp317.543.823.653,- 

(6) Belanja modal asct tet.ap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp4.712.349.995,- 

Pasal9 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
direncanakan sebesar Rpl.041.798.094.828,-yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
I. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp690.692.32 l .669,- 

(3) Belanja barang clan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp293.084. l 28.390,- 

(4) Belanja bungs sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rpl. ll3.500.001,- 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp0,- 

(6) Belanja hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp48.059.244.768,- 

(7) Belanja bantuan sosial scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf I 
direncanukan sebesar Rp8.848.900.000,- 

Pasal 8 



(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf b dircncanakan sebesar Rpl 0.001.254.959, yang terdiri atas: 
a. Pernbentukan dana cadangan 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
d. Pernberian pinjarnan daerah; dan 
e. Pcngeluuran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pemhentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp0,- 
(3) Penycnaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rpl.200.000.000,· 
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagairuana dirnaksud 

pada ayat ( l) huruf c direncanakan sebesar RpS.801.254.959, 
(5) Pemberian pinjarnan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar RpO,- 

Pasnl 13 

direncanakan sebesar RpO,- 

peraturan 
huruf f 

(1) Anggaran penerimaan pernbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf a direncanakan sebesar Rp330.885.860.000, yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Basil pcnjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjaman daerah; 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; 
f. Penerirnaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
(2) Sisa lcbih perhitungan anggaran (SiLPAj tahun anggaran sebelurnnya 

sebagairnana dima ksud pada ayat ( l) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- 
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp0,- 
(4) Hasil penjualan kckayaan daerah yang dipisahkan sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c d.irencanakan sebesar Rp0,- 
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) huruf d 

direncanakan sebesar Rp330.885.860.000,· 
(6) Penerimaan kembali pembcrian pinjaman daerah sebagaimaria dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- 
(7) Pcnerimaan pernbiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan dacrah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp340.887 .11 ·1.959 ,- yang terdiri mas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pernbiayaan. 

Pasal 11 



Pernerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam/ Tarnbahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi"] Menurut Urusan Pernerintahan. Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelornpok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan; 

9. Lampiran lX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapata.n, Belanja dan Perobiayaan; 

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tcntang 
APBD dan Rancangan Perkada tem:ang Penjabaran APBD 
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Urusan Menurut Khusus Dana Otonomi 7. Larnpiran vn Rincian 

6. Lampiran VI 

5. Lampiran V 

3. Larnpiran 11[ 
4. Larnpiran IV 

Uraian lebih lanjut APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercanturn 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelornpok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 
dan Pcmbiayaan; 

2. Lampiran Il Penjabaran APBD Menurut Urusan Pernerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
.rents, Objek, Rincian Objek Pcndapatan, Belanja, dan 
Pernbiayaan: 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Kcuangan bersifat umum dan bersifat 
khusus; 
Daftar Nama Penerirna, Alamat Penerima, dan Besaran 
belanja bagi hasil; 

Pasal 15 

(l) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjaclinya (defisit) sebesar Rp.320.884.605.041,- 

(2) Petnbiayaan neto yang merupakan selisih penerirnaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pernbiayaan direncanakan sebesar Rp320.884.605.041,- 

Pasal 14 

(6) Pengeluaran pernbiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan s.ebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar RpO,- 



DERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR /,f 

Hj. NAHWA UMAR 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI 

Oiundangkan di Kendari 
pada tanggal zb - 1i - 2020 

4 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kuta Kcndari. 

Peraturan Walikoca ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 18 

Pelaksariaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini 
dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundaog-Undangan yang bertaku. 

Pasal 17 

Larnpiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 16 
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